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BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3569);2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4182);5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Rebublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);
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8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan danPengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4090);13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502);16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4577);21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan KeuanganKepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);31. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 540);35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;36. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, terdiri atas :1. Pendapatana. Pendapatan Asli Daerah Rp. 67.438.100.000,00b. Dana Perimbangan Rp. 1.223.679.848.000,00c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 248.344.905.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.539.462.853.000,00

2. Belanjaa. Belanja Tidak langsung1) Belanja Pegawai Rp. 411.004.599.360,002) Belanja Bunga Rp. 0,003) Belanja Subsidi Rp. 0,004) Belanja Hibah Rp. 40.080.700.000,005) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.456.000.000,00
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6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,007) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 59.075.476.992,008) Belanja Tidak Terduga Rp. 750.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 512.366.776.352,00

b. Belanja Langsung1) Belanja Pegawai Rp. 119.664.069.600,002) Belanja Barang dan Jasa Rp. 363.214.928.973,003) Belanja Modal Rp. 799.832.725.075,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.282.711.723.648,00
Jumlah Belanja Rp. 1.795.078.500.000,00Surplus/(Defisit) Rp. (255.615.647.000,00)

3. Pembiayaan Daeraha. Penerimaan Pembiayaan Rp. 262.616.254.669,00b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 7.000.607.669,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 255.615.647.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA) Rp. 0,00

Pasal 2Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran IPeraturan Bupati ini.
Pasal 3Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IIPeraturan Bupati ini.
Pasal 4Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjutdalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
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Pasal 6Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajampada tanggal 3 Februari 2014
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPARDiundangkan di PenajamPada tanggal 3  Februari  2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5.


